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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul ““Fungsi Harmonisasi Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Riau” dilatar belakangi oleh adanya salah satu tugas pokok dan fungsi
Kementerian Hukum dan HAM RI daam menjalankan roda pemerintahan
dibidang hukum vyaitu proses koordinasi dalam pengharmonisasian rancangan
peraturan daerah. Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Riau adalah
salah satu instansi vertikal sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan
HAM RI yang mengemban tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan
HAM RI dalam pengharmonisasian peraturan daerah sesuai dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Rl NOMOR : M - 01.PR.07.10 TAHUN 2005, Nomor
28 Tahun 2014. Méaui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Daerah
kembali dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
dengan posis di bawah Peraturan Presiden. Dalam UU PPP, tahapan penyusunan
merupakan salah satu unsur terpenting, Hal ini tentu melalui tahapan penyusunan
yang menitikberatkan pada ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, yaitu tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah
dilakukan dalam program legislasi daerah oleh lembaga negara yang berwenang
dengan melibatkan tenaga ahli serta perancang peraturan perundang-undangan
yang memiliki legal standingdalam menyusun rancangan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011
dalam pasal 98 ayat 1, pasal 36 ayat 3 dan pasal 58 ayat 2.

Rumusan masadlah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungs
harmonisasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Serta kendala yuridis
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Riau tentang proses harmonisasi dalam pembentukanPeraturan Daerah

Provins Riau. Adapun penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis



yang berlokas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kota
Pekanbaru dan bersifat deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini
adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan sesuai jenis
penelitian yaitu lapangan dan kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan menggunakan metode
Purpossive Sampling(pengumpulan data dari sampel yang dipilih khusus oleh

penulis).

Berdasarkan hasil pendlitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa
fungs harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Provins Riau belum
maksimal. Hal ini dikarenakan dari total 46 Program Legislas Daerah Provins
Riau tahun 2013 dan 2014 hanya mengirimkan sebanyak 9 Ranperda atau sekitar
19,56% dari total daftar Prolegda tahun 2013 dan 2014 kepada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk dilakukan proses Harmonisasi.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Riau terletak pada kemauan dan keterbukaan pemerintah daerah Provins
Riau untuk mengirimkan Ranperda agar dilakukan Proses Harmonisas, serta
kendala yuridis yaitu multitafsirnya pasal 58 ayat 2 UU PPP dan pasal 36 ayat 3
proses koordinasi tidak berlaku mutatis-mutandis sebagaimana keberlakuan
mutatis-mutandis pasal 21 ayat 4 dalam Prolegnas sehingga menjadi hambatan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Riau dalam proses Harmonisasi Ranperda serta kurangnya sosialisasi
yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau akan
pentingnya proses harmonisasi yang dilakukan oleh tenaga ahli perancang

peraturan perundang-undangan.
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Assalamual ai kum Wk .Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Dan tak |upa pula shalawat beriring salam
semoga selau terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan ummat yaitu Nabi
Muhammad SAW, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Fungsi
Harmonisass Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provins Riau Oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau” dapat diselesaikan
dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini  banyak
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai
pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi
tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada Bapak H. Ismardi, MA selaku pembimbing yang telah
dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran
memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga
kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Terimakasih yang sangat teristimewa untuk Ayahanda Indra Utama (Alm),

Ayahanda Ismeli Ali dan Ibunda Nur Ria yang telah mencurahkan kasih



sayang, cinta dan pengorbanan yang begitu besar serta do’a yang begitu
besar kepada penulis yang tidak mungkin sanggup penulis balas hingga
kapanpun.

Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta
jgarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat
menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Isslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dra. Hj. Hertina, Mpd
selaku wakil Dekan |, H. Kastulani, SH.MH, dan Dr. H. Ahmad Darbi,
M.Ag yang telah memberikan kesempatan, ilmu dan pelayanan maksimal
kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah
meluangkan waktunya yang begitu padat untuk memberikan pengarahan
dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersel esaikan.

Bapak H. Ismardi, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah
banyak meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing
penulis dan memberikan arahan, nasehat dan petunjuk kepada penulis dalam
menyel esaikan penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku penasehat akademis penulis, yang
telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan motivasi

kepada penulis.
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Abang-abang penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi yang telah
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